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Sengkarut Royalti Musik

PADA awal 2025 dunia
musik Indonesia kembali
diguncang oleh sengketa
hukum yang melibatkan
dua entitas penting dalam
dunia hiburan tanah air:
penyanyi (Agnez Mo) dan
pencipta lagu [Ari Bias).
Polemik bermula dari gu-
gatan atas royalti lagu Bilang
Saja yang dinyanyikan Agnez
Mo dalam tiga konser yang
diselenggarakan night bar
HW Group pada Mei 2023.

Ari Bias, sebagai pencipta
lagu, mengajukan tuntutan
hukum terhadap Agnez vang
menurutnya telah meng-
gunakan karya Bilang Saja
tanpa memenuhi kewajiban
membayar royalti. Perma-
salahan it makin kompleks
setelah putusan pengadilan,
30 Januari 2025, menyatakan
bahwa Agnez terbukti me-
langgar Undang-Undang
Hak Cipta. Pengadilan me-
merintah penyanyi tersebut
membayar gant rugi Kp 1,5
miliar yang terbagl dari tiga
konser yang diselenggarokan
HW Group. Setiap konser
dipatok dengan ganti rugi
Rp 500 juta.

LMKN

Putusan itu seakan mem-
buka ruang untuk mere-
nungkan ulang berbagal
persoalan mendasar dalam
pengelolaan hak cipta, khu-
susnya dalam indusiri musik
Indonesia. Bukan hanya
soal kewajiban pembayaran
royaltl, melainkan juga me-
ngenai karut-marut sistem
di baliknya. Terutnma terkait
dengan peran Lembaga Ma-
najemen Kolektif Nasional
(LMKN) yang selama ini
seolah menjad! jembatan
antara pencipta karya de-
ngan pengguna hak cipta.
Lembaga itu seharusnya
menjalankan fungsi pe-
ngumpulan dan distribusi
royalil secara adil dan trans-
paran, Namun, malah kerap
muncul kritlk tajam terhadap
efektivitas lembaga tersebut.
Banyak pencipia lngu yang
mengeluhatas ketidakjelasan
pengelolann royali. Yang
lebih parah, mereka sering
merasa hak mereka tidak
dihargai dengan semestinya
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oleh lembaga yang berperan
sebagai perantara (pe-
mungut) i,

Meski LMKN dirancang
untuk menjadi entitas yang
bisa memastikan distribusi
royalti ke pencipta lagu de-
ngan caralebih terorganisasi,
realitns menunjukkan bahwa
transparansi dan akunta-
bilitas lembaga tersebut
masih dipertanyakan.

Menghadapi kenyataan
tersebut, imbul pertanyaan
besar yang mengarah pada
mekanisme pengelolaan
royalti atas hak cipta di ln-
donesia: Apakah lembaga
manajemen kolekdf ituma-
sih relevan dalam menjem-
batani persoalan hak cipta
musik di era digital yang
serbacepat dan terkoneksi?

Tentu saja, sebuah sistem
yang lebih transparan dan
lebih responsif terhadap
kebutuhan pencipta lagu
dan pengguna hak cipta
menjadi suatu keharusan.
Namun, perjalanan menuju
reformasi pengelolaan ro-
yalti ini tidaklah mudah.
Terutama dengan komplek-
sitas dan fragmentasi ke-
pentingan dalam industri
musik Indonesia,

Etnomusikolog; pengajar
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untuk tujuan komersial.
Namun, praktik di lapangan
menunjukkan adanyn ke-
tidaksepahaman dalam hal
siapa yang harus menang-
gung kewajiban tersebut.
Penyanyi, sebagai pelaku
yang menginterpretasikan
karya cipta (menyanyikan),
bukanlah pihak yang secara
langsung bertanggung jawak
atas royalti. Meski, harus
diakui, mereka berkontribusi
besar dalam mendistribusi-
kan lagu tersebut ke khalayale
Di sisi lain, penyelenggara
acara yang memanfaatkan
karya musik tersebur dalam
sebuah pertunjukan me-
miiliki kepentingan komersial
jelas. Seharusnya mereka
memiliki tanggung jawab
untuk memastikan royalti
dibayar kepada plhak yang
berhak. Namun, aturan itu
masih cenderung ambigu
dan bisa menimbulkan ba-
nyak penafsiran. Hal itu
berujung ketidakpastian
hukum yang bisa merugikan
pencipta lagu sebagalmana
yang dialami Ari Bias.
Dalam konteks ind, putusan
pengadilan terhadap Agnez,
meski sudah memberikan
kejelasan soal siapa yang

Royalti harus dibayarkan
kepada pencipta karya setiap kali karvanya
digunakan untuk mjuan komersial.’

Penanggung Royalti

Kasus Agnez Mo juga ter-
knit erat dengan dilema yang
dihadapi banyak pihak:
Sinpa yang sebenarnya ber-
kewajiban membayar ro-
yalti? Apakah penyanyi?
Ataukah beban itu seharus-
nya menjadi tanggung jawab
penyelenggam konser, dalam
hal ini HW Group?

UU Hak Cipta menyebut-
kan, royaltl hanus dibayarkan
kepada pencipta karya setiap
kali knryanya digunakan

harus bertanggung jawab,
justru membuka kembali
isu mendasar tentang bagai-
mana seharusnya mekanis-
mie royalti dijulankan secara
komprehensif. Pengadilan
memutus balhwa penyanyi
yang memanfantkan lagu
dalam konsernya harus ber-
tanggung jawab uniuk mem-
bevvar rovalti (direct license),

Namun, apakah putusan
itu akan memberikan solusi
jangka panjang terkait
dengan pengelolaan royalti?

Apakah akan tercipta sistem
yang lebih baik ataukah
hanya menjadi se- e
buah solusi semen-
tara yang tidak
MAmpu menja-
wab persoalan
mendasar?

Korena itu, bukan
hanya pencipta
lagu, semua
pihak yang
terlibat -
mulai penya-
nyi, produser,
hingga penye-
lenggara acara-
juga perlu me-
milikd pemaham-
an yang suma
mengenai ﬁ
hak dan ke-
wajiban dalam
pengelo-
laan royalti.
Setiappi- o
hakyang
secan
langsung
maupun
tidak
langsung
terlibat
dalam
peEngg-
naan karya
cipta harus
mengetahui
secara pasti kewa-
jiban mereka dalam
hal
pembayar-
an royaltl,

Tanpa pe-
mahaman yang jelas
mengenai aspek hukum it
tidak hanya akan mencip-
takan ketidakadilan bagi
pencipta lagu, tetapi juga
akan mengganggu keberlan-
jutan industri musik itu
sendiri ke depan.

Penerapan teknologi da-
lam industri musik seha-
rusnya juga bisa menjadi
solusi untuk memperbaiki
sistem pengelolaan royalil
Penggunaan platform di-
gital yang lebih efisien dan
transparan bisa menjadi
langkah maju untuk me-
mastikan sekaligus me-
ngontrol bahwa royalti
dapai dihimpun dan di-
distribusikan dengan lebih
tepat dan cepat. (*)
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